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ABSTRAK

Didik Yulianto. 201720252004. Perbuatan Melawan Hukum dalam
Aspek Pidana pada Penyusunan Kontrak terkait Denda Keterlambatan
Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara, Pemerintah Indonesia telah mengatur dan
menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara
menyeluruh, antara lain dengan menyusun ketentuan terkait pengadaan barang/jasa
di lingkungan pemerintah.

Untuk itu maka, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang
dituangkan dalam dokumen kontrak seharusnya mentaati segala ketentuan yang
berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Denda keterlambatan merupakan salah satu dari poin-poin yang dimuat dalam
kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang seharusnya pengaturannya di
dalam kontrak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa dan kaidah-kaidah
hukum yang berlaku.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum atas kontrak
yang memiliki klausul denda keterlambatan pada kontrak pengadaan barang/jasa
berdasarkan perpres pengadaan barang/jasa dalam perspektif hukum positif
Indonesia dan memberikan masukan pemahaman hukum kepada pemeriksa
dan/atau pengawas pengelolaan keuangan negara dalam hal ini Inspektorat, Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) agar dalam melakukan proses pemeriksaan dapat bertindak sesuai hukum

positif Indonesia.

Kata kunci: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah, Denda Keterlambatan.
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ABSTRACT

Didik Yulianto. 201720252004. Perbuatan Melawan Hukum dalam
Aspek Pidana pada Penyusunan Kontrak terkait Denda Keterlambatan
Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

In order to improve the performance, transparency and accountability of the
management of state finances, the Government of Indonesia has arranged and
implemented an internal control system within the government as a whole, among

others by drafting provisions related to procurement of goods / services within the

government environment.

For this reason, the implementation of government goods / services
procurement as outlined in the contract document should comply with all

applicable provisions as positive law in Indonesia.

Late fee is one of the points contained in the government goods / service
procurement contract that should be regulated in the contract in accordance with

the provisions of the goods / service procurement and legal rules in force.

The writing of this thesis aims to conduct a legal analysis of contracts that
have a late fines clause on goods / services procurement contracts that are not in
accordance with the regulation of goods / services procurement in a positive
Indonesian legal perspective and provide legal understanding input to examiners
and / or supervisors in the management of state finances in this case the
Inspectorate, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), and the
Supreme Audit Board (BPK) so that in conducting the inspection process they can

act according to positive Indonesian law.

Keywords: Procurement of Goods / Services, Government, Late fee
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